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Pengantar Editor

Allah SWT memberikan rahmat kepada Bangsa Indonesia
dengan segala kelayakan alam yang terhampar dari barat sampai ke
timur nusantara, termasuk di dalamnya adalah Sumber daya alam
mineral dan batu bara yang terdapat di dalam perut bumi Indonesia.
Sumber daya alam tersebut merupakan sumber daya alam yang tak
terbaharukan yang tentu membutuhkan pengaturan, pengelolaan dan
pemanfaatan secara baik dan benar agar pemanfaatan terhadap
sumber daya mineral dan batu bara tersebut memiliki manfaat bagi

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara berkesinambungan dan
berkelanjutan (sustanebel development).

Pada dasarnya Pengelolaan dan pemanfaatan terhadap sumber
daya alam tersebut harus mengacu pada UUD 1945 khususnya yang
tercantum dalam pasal 33 yang mengamanatkan bahwa tujuan
pengelolaan terhadap sumber daya alam mineral dan batu bara demi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu eksistensi
peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sumber daya
alam mineral dan batu bara (Minerba) sebagai wujud dari pelaksanaan
hak negara dalam pengelolaan sumber daya alam sebagaimana
ketentuan Pasal 33 UUD 1945 harus sejalan dengan tujuan negara
yaitu untuk pemanfaatan sumber daya alam sebesar-besarnya bagi
kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Keberadaan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu
bara terus mengalami perubahan, perubahan perubahan tersebut tentu
diharapkan membawa semangat pengelolaan pertambangan mineral
dan batu bara yang mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien,
dan berwawasan lingkungan, guna menjamin pembangunan nasional
secara berkelanjutan. Undang-undang tersebut juga diharapkan
mengatur tentang pentingnya pengelolaan pertambangan mineral dan
batu bara yang dapat memberikan nilai tambah secara nyata kepada




pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secarg
berkelanjutan.

Namun dalam perkembangannya Perubahan terakhir terkait
Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batu bara menjadi UU No 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan
Mineral dan Batu bara masih menuai berbagai permasalahan
terutama berkaitan dengan proses pengesahan UU Minerba ini sangat
cepat yang ditengarai sebagai bentuk sikap pemerintah dan DPR yang
sangat sigap menyusun undang-undang yang melayani kepentingan
investasi tambang meski berbahaya bagi kepentingan nasional.
Sementara di sisi lain, perubahan terhadap UU Minerba ini terkesan
sangat lamban dalam merespon tuntutan-tuntutan Masyarakat atas
berbagai persoalan, terkaij Izin Usaha Tambang (IUP) dan Izin Usaha
Tambang Khusus (IUPK), kemudian berkaitan dengan penarikan
Kewenangan pemberian Izin dari pemerintah daerah kepada
pemerintah pusat. Permasalahan lain adalah berkaitan dengan
perlindungan lingkungan Hidup dan perlindungan terhadap hak-hak
masyarakat adat.

Permasalahan-permasalahan tersebut diatas kemudian menjadi
sorotan yang kemudian dituangkan kedalam buku ini sebagai satu
karya untuk disuguhkan kepada masyarakat, terutama kepada

kalangan akademisi untuk menjadi referensi pembanding dalam

mempelajari  dan  mendalami kebijakan hukum di
pertambangan.

bidang

Adapun tema-tema yang menjadi sorotan dalam tulisan Ini yang,
kemudian dibagi dalam beberapa bab tulisan adalah Bab perta,

tentang, Politik Hukum Legislasi Mineral dan Batu Bara- Watak Law
Making Process Problem Yang Akrobatik. Kemudian bab kedua, Hukum
Pertambangan Dari Masa ke Masa. Lebih lanjut bab ketiga tentang,
Kerangka Hukum Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu bara
di Indonesia. Bab empat mengulas tentang, Pergeseran Kewenangan
Pusat dan Daerah dalam Pengelolaan Pertambangan. Serta bab lima
tentang, Perlindungan Kepentingan Daerah Dalam

Investasi
Pertambangan Pasca Perubahan UU Minerba.
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Lebih lanjut bab enam mengangkat permasalahan, Aspek
Perlindungan Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Pertambangan.
Bab tujuh tentang, Eksistensi Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Pasca
Perubahan UU Minerba. Bab delapan tentang; Eksploitasi Pekerja
Anak di Sektor Pertambangan, bab Sembilan menyoroti soal,
Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat dalam Aktivitas
Pertambangan: Studi kasus pertambangan batu bara di Sawah Lunto.
Dan terakhir bab sepuluh yang mengkaji soal, Konsep Hybrid untuk
Menyelesaikan Sengketa Bidang Pertambangan: Implementasi Praktis
Undang-Undang Tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara.

Demikian beberapa catatan penting yang disoroti terkait
kebijakan hukum pertambangan dan mineral, tentu banyak
permasalahan lain lagi yang belum seluruhnya terjawab dalam tulisan
ini. Oleh karena itu tulisan ini sangat terbuka untuk menerima
masukan dan kritik, agar tulisan ini bisa dilanjutkan pada bahasan-
bahasan berikut terkait permasalahan yang belum dikaji terkait
masalah kebijakan hukum pertambangan mineral dan batu bara di

Indonesia.

Jakarta, September 2020
Editor

Ismail Rumadan
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Bab-4

Pergeseran Kewenangan Pusat dan Daerah

dalam Pengelolaan Pertambangan
(Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein #)

A. Pendahuluan

Pasal 33 UUD 1945 mengatur tentang perekonomian dap
kesejahteraan sosial dan secara konseptual berhadapan dengan istilah
kesejahteraan umum.45 Terhadap rumusan kesejahteraan  sosial
terdapat perdebatan perumusan tentang istilah kesejahteraan umum
dan kesejahteraan sosial, dan dalam perdebatan tersebut Hatta
menyetujui penggunaan frasa keadilan sosial daripada kesejahteraan
umum, dengan alasan bahwa keadilan sosial lebih menekankan pada
distribus;j kesejahteraan 4 Hajat orang banyak dan kemakmurap
merupakan dua hal yang menjadi  tujuan bernegara i hidang

ekonomi. Rumusan Ini - merupakan bagian dari tujuan negara

" Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universit
Jakarta

® M. Dawam Rahardjo, Ekonony Politik Pembangunan, Jakarta: LSAF, 2012, him. xxvii
Lebih lanjut Dawam Rahardjo menjelaskan bahwa dalam konteks kesejahteraan,
UUD 1945 menggunakan dua istilah, yaity kesejahteraan umyn, dan kesejahteraan
sostal. Istilah kesejahteraan umupm dapat ditemukan dalam Alinea 1v Pembukaan
(Preambule) UUD 1945, sedangkan istilah Kesejahteraan sosig] terdapat pada judul
Bab XIV UUD 1945, Istilah kesejahteraan sosial lebih sering digunakan dalam

Na penggunaan 1stilah  tersebut pertama
di depan Badan Penyelidik Usaha

. - _ ketika menjelaskan rumusan daﬁér
negara yang dlaj}lkann}fa_ Lihat pula Dawam. Rahardjo dalam, Ekonomi Pancasil

/I Www ekﬂnnnﬂkerakyatan. ugm.ac.id., diakses

as Muhﬂmmadiyah
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IﬂdOﬂESia dldﬂ'lkan; SEhirlgga secara langsung negara me e
tangglngjawab untuk mewujudkamya_ 47

Secara kuantitatif, makna kesejahteraan sosial dapat diukur dari
(1) Status gizi; (2) status kesehatan yang terlihat dari angka harapan
hidup; (3) status pendidikan, pekerjaan yang mencukupi kebutuhan
hidup, dan; (4) prevalensi kejadian penyakit dan lain-lain, yang harus
diukur secara kuantitatif.#® Kesejahteraan sosial sebagai tujuan negara
yang menjadi unsur penting dalam perumusan arah kebijakan
ekonomi yang mengacu pada pemikiran Hatta tentang ekonomi
kerakyatan, walaupun istilah ekonomi kerakyatan tidak ditemukan
secara eksplisit dalam UUD 1945.499 Namun demikian, makna esensial
demokrasi ekonomi dimaksud mengacu pada definisi frasa
kerakyatan>® Dua hal penting yang selalu menjadi perdebatan ketika
menempatkan posisi negara dalam penetapan kebijakan ekonomi,
yaitu konsep hak menguasai/konsep penguasaan publik dan konsep
kepemilikan  perdata dari negara terhadap sumber daya
ekonomi/sumber daya alam beserta konsekuensi hubungan
hukumnya. Demikian pula dalam putusan Mahkamah Konstitusi

tentang perkara-perkara tentang sumber daya yang menyatakan
bahwa,
“Konsepsi penguasaan oleh Negara merupakan konsepst hukum publik

yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam
UUD 1945, baik di bidang politik (demokrast politik) maupun ekonomi

47 Jeremy Bentham, The Theory of Legislation, NM. Tripathi Private Limited, Bombay,
1979, him. 23-25

48 Rizal Ramli, Telaah Wacana Ekonomi Kerakyatan dalam Ekonomi Kerakyatan, Lembaga
Suluh Nusantara Bekerjasama dengan American Institute For Indonesian Studies
(AIFIS), 2014, hlm. T11. Istilah kesejahteraan umum merupakan lawan dan
kesejahteraan individu. Oleh karena itu, ukuran kesejahteraan bukan berbasis
pendapatan individu; melainkan komunal. Dalam perspektif filsafat (hukum),
ukuran kesejahteraan umum digambarkan sebagai "the greatest happiness for the
oreatest number’, artinya jika sebagian anggota masyarakat merasakan manfaat dan
merasa senang dengan kebijakan atau situasi tertentu, maka itulah kesejahteraan
umum. Namun sebaliknya, jika “ the greatest happiness for the smallest number” maka
kesejahteraan umum belum terwujud, sehingga negara memiliki tanggungjawab

untuk mengubahnya menjadi kesejahteraan bersama |
19 Revrisond Baswir, Tiada Ekonomi Kerakyatan Tanpa Kedaulatan Rakyat, dalam Baswir

(1997), Agenda Ekonomi Kerakyatan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000, hlm. 5.
X Ibid
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